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Tahun 2004 TENTANG

Tahun 2005 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,
Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan
adanya lang kah-langkah untuk menciptakan ikilm usaha yang kondusif;

b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan ikim usaha yang kondusif serta untuk pengawasan dan pembinaan adalah
adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3968);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.
KETENEL?/?NI umMum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

-

. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
Daerah Kabupaten Pelalawan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah

Kabupaten Pelalawan.

. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan.

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.

. Jenis (species) adalah segolongan hewan yang mempunyai sifat dan ciri yang sama.

. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu jenis yang sama mempunyai bentuk dan sifat keturunan keturunan yang
sama.

. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam
wakiu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur, susu
serta menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap
jenis ternak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang

jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis-jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

11. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

12. Pembibitan adalah kegiatan untuk meng hasilkan bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri.

13. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas, dan embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu yang lebih

baik rata-rata mutu ternak.
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melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi YERE ;Eww.ng ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
1. péetaniandel ebrapairuR 2Ry dilakukan olg| m&gﬁ?\e gara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia
26 BevigErtar B dretidrei Jare athsetapeiaya disinglal bIRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
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Fhé&hRil iy ano srlanjutnya disebut Penyidik, unBIABISGHH serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang Retribusi [TaeF ahG/ARABEAMBAYIARRNemukan tersang kanya.
el | 1

1. Réfhbaylalamsinbusiasing terutang harus dilunasi sekaligus.
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memenuhi persyaratan;

- Jenis dkeqimAkBeIABGan YRHE selama 15 tahurBA¥R ¥anjutnya dapat diperpanjang lagi selama 10 tahun sepanjang
a. Pembimé—mrsywam TATA CARA PENAGIHAN
b. BugidayaitRiBiEYa ayam ras pedaging atauR#&@l#Sselama 10 tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi

PembibitapEpraakEan enis — Jenls ternak:
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hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Restribusi
i

23
b
i %aﬂmﬁnéi%@a& S SR A, B GRS v s<penng e
fAAyaH‘ '@me@iﬁﬁﬁék kecil selama 10 tahun dap, dapaje diperpanjang lagi selama 5 tahun sepanjang memenuhi
g. Ayam s,
Bentuk- b&\n@mmﬂyw SR PR PERRMGIETaRRAEN DRI aRalsHiDRIBMAsshAgaintslar TR R AFERPPIASE
25ayat (1) ISRy BRA.

w NS

K(S@C'Umuk budidaya ayam ras pedaging selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun sepanjang
k Iltik danpag RPN syaratan; BAB XX
I. Kallginyntuk budidaya unggas sEENGIgSR HER tahun dan dapat diperpanjang lagi selama
m. Burung @i epanjang memenuhi p@S}dBEBASAN REI'RIBUSI
n. Burung dara.
. Jenls keglatan peternakan sebagaimana dlmalsud pada ayal (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih
mamberilsespanc 1 pembebasan Retribusi.
. Pemberian pengurangan dan keringanan retrlbuﬁa%bﬂbalmna dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan

Kegxmm?@m@g%w%mmwmm mm0|ethae%%3£%§rn%n Rakyat.
PerRRbiliber PerysahigauyReternakan dengan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.

. Budidaya Peternakan dapat dilakukan oleh Perysabagn igtespakan atau Peternakan Rakyat dengan Jenis dan Jumlah
ternak sebagaimana tercantum dalam ayat (4). BB Y4

R N ]

4. Klasifikasi jenis dan jumlah ternak KegiaBERESARAPANRERIE PAAPerusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat :

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melamp&#S@hka wakiu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, Iecuall ablla jib Retribusi melakukan tindak |danad|b|dan Retribusi.

3 K oriones i gt plenglapipersyaratan

2. Untukdmeﬁw&rﬁ yang waub DPR elengkapi persyaratan.

3. Pers Lh!% 55 lk? EEEE%E??E% ruﬁ?ud pada ayat (1) d:
(@) dlatu?leg%ﬁﬂ leng putusan Ke pala aer%ﬁu%w%%mﬂ’ &

BAB VIl
BERAKHIRNXA WfDAN TDPR
TATA CARA PER&HNEUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARASA

1. IUP berakhir, karena: Pasal 29

a. Jangka wakiu yang diberikan telah berakhir;
b Piserkrretenilyelel RRERIANSRI tRerdn Yage keevenapg SRRRUTRROEH BhBYTRErIRRIRRERINTsa dapat
c. RBi .yang berwenang memberikan IUP karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
d. Repesamasrinemeesapial-iasiesaheniighasaianyautang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana
2. TDPR beliphiis l@ieiis ayat (1)
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yaBABeMadHang sebelum jangka wakiu yang diberikan berakhir;
. Dicabut yang berwenang memberikan IUP INSTANSHEEMY NBYENg bersang kutan melakukan suatu pelanggaran;
. Peternak pemegang TDPR yang bersang kutan merf@asaitB@n usahanya.

aoo

-

. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini diteta@B ddllesar 5 % dari jumlah pungutan.
PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

BB/

PENGAWASAN
IUP akan dicabut apabila Perusahaan Peternakan : Pasal 31

Kepala Daitak ji : ) Peldigsanaaul &rer apjedn disdrankannya IUP atau
meng hentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut turut;
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Melakukan pemindahan lokasi kegiatan PeternakdBABnMX\persetujuan tertulis dari Pejabat berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3); PENYIDIKAN
. Melakukan Perluasan Usaha Peternakan tanpa menitisai 32
. Tidak menyampaikan laporan kegiatan Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau
. Hﬁ%ﬁm&mmmﬁainammmﬁemerim Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
DrlakiREPREVISHRE ERjRRgaR dibitReshiepEpshitnatabhaRpasarmslElmksiaina bindansa adang (2R
{gra Pidana yang berlaku.
: meﬁl@wpﬂ?w§9)@@3i maketist ARdseRyah(h _;a_daJah : _ .
. TidakPmelRE8FARaN 'PERERE atBAN el FRraaMeRahickaiRERApPeARk aRaIAN RRKENEABARNUaSiHata RIS A
sesuai déHgERREREIF VPR IRIANAUANLREREANERY 38H OO an tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

h. Tata Bar8eRfietdRRRSRTaiiMpaSy"BRYH@SLNEGR NGR B FeRaRBaRNNENY eRR TP didhasiarRiaiBASqDt teriang
Kepmuséﬁ?k%mma” yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang

® rao

Q »

Retribusi Daerah ; BAB IX
d. memeriksa buku-buku, cREMDABERARANPETERNAKANRAKY ATberkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah; Pasal 14

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
Peternakan RM%E%@W&WH%H%%MML&MW memiliki IUP.
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaleanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan/atau mela?gﬂgoé\é %ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ'ﬂl@n ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa |derﬁ’ g dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
Retribusi Izin Hs%dﬁéwmgﬁm dan Tanda l%a Pete nakan R ttgrmasukgglon%an retribusi perizinan tertentu.
. memotret seseorang yang eriei engantln k pidana Retribusi Daeral
i. memanggil orang untuk didengar keterang gsyapaxdan diperiksa sebagai tersangks\atau saksi ;
j. menghentikan penyigifRA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
k melakukan tindakan lain yang perlu untusgg@ipagaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut Hulmm yang bertanggung jawab.
Tingkat feexyddii ebudimaiaud s phelaP dagnbenidahDigfterc i yeitcatiuladart i ks fieess|
dan jenispenyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukuné »:cBar)aIPidanayang berlaku.

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA
DAN T/A&RB REVRIBUSI
KETENAa$ANLPIDANA

Pasal 33
Prinsip tarif Retrlbu5| |Z|n Usaha Pelernakan dan Tanda Daftar Pelernakan Rakyat berdasarkan pada tujuan untuk menutup
ebadiarBal asal \Rématran Pelaysidianc
pengendaldanmhpergavwmw lama 6 ( enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dengan tidak
mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang — undang BARdllber
STRUKTUR DAN BESARNYATARlF RESTRIBUSI

BREA8I
KETENTUAN LAIN-LAIN
Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berilpsal 34

Peruéahd2RSAMARMY AT FRIBKM beng alihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum melakukan pengalihan.

Pasal 35

Perusahaan Peternakan yang melakukan kegiatan penyediaan daging untuk eksport, Izin Usaha Peternakan yang diberikan oleh
Kepala Daerah dapat sekaligus diberikan 1zin Usaha Pemotongan Hewan / Unggas Kelas A katagori |, dengan ketentuan bahwa
Perusahaan Peternakan dengan tegas menyatakan dalam permohonan IUP.

BAB XXVIIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

IUP dan TDPR yang telah dimilik Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
wajib mendaftar ulang untuk diarifikasi keabsahannya dan keleng kapan dokumen perizinan yang dimilikinya.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal —hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat meng etahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,
Dto.
T.AZMUN JAAFAR
Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 10
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